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TRANSLITERASI

Sistem transliterast kata-kata bahasa arab yang dipakai dalam penulisan
skripsi int berpdoman pada buku “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang
dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988, Nomor:
157/1987 dan 0543 b/U 1987.

Adapun pedomannya adalah sebagai Berikut:

I. Konsonan tunggal

Hurup Arab Nama Hurup Latin Keterangan
| 2 3 4
‘ alif - tidak dilambangakan
‘T” ba’ b -
ey
[ ta’ { =
A .
e sa S dengan titik di atas
E . Jim i -
E ha’ h dengan titik dit bawah
Z kha’ kh -
23 dal d e
¥
- zal o dengan titik di atas




1 2 3 4
J ra’ r -
L]
(& za’ z -
LH sin S -
v~
L)"" syin sy -
w sad S dengan titik di bawah
L
e dad d dengan titik di bawah
..‘0 ta’ t dengan titik di bawah
*
-‘a za z dengan titik di bawah
é “ain koma terbalik
'&- gain g -
fa’ f -
S | : -
uij ka k B
d lam I -
P mim m 5
*
U nun n -
J wawu w -
A ha h ’
5 hamzah ‘ apostrof
u ya y _
pi du

Vi




II. Konsonan rangkap (karena syaddah ditulis rangkap)

_ ditulis muta’aqqidain -
" ,
0 AL s siddah

111, Ta’ Marbutah di akhir kata

/

1. Bila dimatikan ditulis h

A DI N L
- »
» . A
ditulis Jizyah
L -
(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata arab yang sudah terserap ke
dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dsb., kecuali bila dikehendaki
aslinya).

2. Bila dihidupkan karena merangkai dengan kalimat lain, ditulis t.

had -
‘Lfb ‘ 4-0—” ditulis ni’matullah

(,ja.aj‘ EK‘_} ditulis zakatul-fitri

IV. Vokal Pendek

(fathah) ditulis a
———— (Kasrah) ditulis i
£ (dammah) ditulis u

V. Yokal Panjang

1. Fathah + Alif ditulis a

Vil



L o4
L.LQLQ ditulis jXhiliyyah

[

2. Fathah + Ya’ mati ditulis a

\_}.ﬁd ditulis yas’a
oy

3. Kasra + Ya’ mati ditulis i

ditulis majid
»y L]
4. Dammah + wawu mati  ditulis u

V1. Vokal Rangkap

1. Fathah + Ya’ mati ditulis ai
L ] i . -
Aﬁ.ﬁ’ ditulis bainakum
- ¥
2. Fathah + wawu mati ditulis au

*»
.’ ditulis qaul
o

VIIL. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrop

5
o . 5
‘ T‘ ditulis a’antum
- f

@ FW. ditulis u’iddat
”» *
e 4 o .
r’@ C«"J ditulis la’in syakartum
VIII. Kata sambung alif + lam
l. Bila dukuti huruf gamariyyah ditulis al-
—
Yyl NN N A
U ditulis al-Qur’an
2. Bila ditkuti hurut'syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah
yanﬁ mengikutinya serta menghilangkan huruf satunya.

ys ‘ dituhis as-sama

Vil



IX. Huruf Besar
Huruf besar dalam tulisan latin digunakan scsuai dengan Ejaan Yang
Disempurnakan (FYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Dapat ditulis menurur bunyi atau pengucapannya

¢ M , X . . . 4 e -
(Joj JJ 2 ditulis Zawil furud atau zawi al-furad

“‘ & j \ ! 0 ‘[ ditulis ahlussunnah atau ahl as-sunnah



KATA PENGANTAR

U"'\’L’JL/_) ‘d’w-.fAJ eyl )\‘d) —
\MO\M&") A)J)\a)_.a\J opj.\a\)‘g)&ﬂ u‘.)wui
Ay A&_}*& b\ y-’)\}h ('M" oA A;—--’3 0 2ot
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Salawat serta Salam semoga dilimpahkan kepada Rasul panutan
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yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan

tugas penyusunan skripsi ini, antara lain:
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BAB I

PENDARULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pergaulan masyarakat tedapat aneka ragam hubungan antara anggota
masyarakat, yakni hubungan vang ditimbulkan oleh kepentingan-kepentingan anggota
masyarakat itu. Dengan banyak dan aneka ragam hubungan itu para anggota memerlukan
aluran yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan itu tidak terjadi
kekacanan di masyarakat.

Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota
masyarakat untuk patuh dan mentaatinya menyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam

tiap hubungan masyarakat. Setiap hubungan masyarakat tak boleh bertentangan dengan
ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat.”

Di negara Indonssia aturan-aturan hukum yang beraneka ragam itn dapat
digolongkan menjadi lapangan-lapangan hukum tertentu. Di dalam UUDS (1950) pernah
disebul beberupu lupangan hukum, yaitu dalam pasal 102 dan 108. Walaupun kedua
pasal ini tidaklah memuat pembagian lapangan hukum di Indonesia, akan tetapi jenis
lapungan hukum dapatlah disebutkan sebagai berikut:

Pertama ialah Hukum Tata Negara Dengan terwujudnya Negara Indonesia

dapat dimengerti bahwa aturan-atmran hukum tentang negarn Indonesia merupakan

" C. S. T. Kansil, Pengantar Iimu Hukum dan Tata Hukum Indonesia,
(Jakarta: Balai Pustaka, 1989), him. 40,



Hukum Tata Negara Indonesia. Sesudah it sebagai lapangan kedua, ialah Hukum

Administrasi Negara, karena erat pertaliannyn dengan negara.

Jika Hukum Tata Negara mengatur bagaimana keadaan organisasi yang disebut
negara itu dan tugas-tugasnya. maka Hukum Administrasi Negara mengatur cara negara
atan alat-alat perlengkapan negara hendaknya bertingkah laku dalam menjalankan
tugasnya itu. Lapangan ketiga ialah Hukum Perdata, yaitu keseluruhan aturan hukim yang
mengatur tingkah laku orang terhadap orang lainnya di dalam negara, tingkah laku antara

warga masyarakat dalam hubungan keluarga dan perganlan masyarakat.

Lapangan keempat ialah hukum dagang yang pada hakekainya bagian hukum

Perdata di bidang perdagangan atau perusahaan.

Lapangan kelima ialah hukum Pidana, yakni aturan-aturan hukum yang mengatur
tindaken-tindakan apa yang dilarang memberikan pidana kepada siapa yang
melanggamya Ada Hukum Pidana Sipil dan Hukum Pidana Militer.

Lapangan keenam ialah Hukum Acara, vang meliputi Hukum Acara Perdata dan
Hukum Acara Pidana ?

Untuk tegaknya hukum, maka diperiukan hukum acara Fukum materiil tidak
mungkin berdiri sendiri lepas dari hukum acara, sebaliknya hukum acara tidak mungkin

berdiri sendiri lepas dari hukum materiil?

2 1bid, him. 176.

¥ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta:
Leberty, 1988), him. V.



Pada dewasa ini kaidah-kaidah hukum acara perdata masih terdapat
berserakan, sebagian termuat dalam Het herziene Indonesiech reglement, disingkat HIR
yang haya berlaku untuk daerah Jawa dan Madura, sedangkan Rbg,, berlaku untuk

kepulauan-kepulauan yang lainnya di Indonesin.?

Lingkungan Peradilan yang mengadili masalah perdata adalah Peradilan Umum
dan Peradilan Agama. Hanya saja Peradilan Agama mengadili perkara perkara perdata
untuk golongan Islam, sedangkan Peradilan Usnum adalah peradilan bagi rakyat pada
umumnya.?

Karena Peradilan Agama merupakan peradilan khusus, maka kewenangan
absolut Pengadilan Agama hanya masalah perdata orang Islam, yaitu kewenangan yang
termuat dalam pasal 49 dan pasal 50 Undang-indang No. 7 Tahun 1989, yang berbunyi:
Pasal 49
(1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenangan memeriksa, memutus, dan

menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang
beragama Islam di bidang:

a Perkawinan;

b. Kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;

c. Wakaf dan shadaqah,

% Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata
Dalam Teori dan Prakt ek, (Bandung: Mandar Maju, 1989), hlm. 3.

? Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara.., him. 20



(2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a. ialah hal-
hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang
berlaku yaitu bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun
1974.

(3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b. ialah
penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta
peninggalan, penentnan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan
pembagian harta peinggalan tersebut.

Perlu diketahui bahwa di antara beberapa hal yang menjadi kewenangan
Pengadilan Agama adalah tentang perkara harta bersama sebagai akibat dari suatu
perkawinan. Mengenai masalah harta bersama merupakan hal yang baru bagi lingkungan
peradilan agama. Oleh sebab itu diperlukan pengenalan dan pamahaman®

Hukum Islam tidak mengenal istilah harta bersama” Dalam hukum Islam suami
isteri masing-masing mempunyai harta sendiri, baik yang berupa harta bawaan maupun
harrta hasil yang diperoleh selama perkawinan. Tegasnya harta kekayasis suami isteri itu
masing-masing terpisah.® Terpisabnya harta suami isteri atan mengandung maksud

bahwa masing-masing isteri itu memberikan hak yang sama bagi suami dan isteri untuk

® M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan
Agama, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), him. 143.

D M. Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional, (Medan : Zahir, 1975),
hlm. 116.

9QsS.1IV:32,29.



mengatur hartanya sesuai dengan kearifan masing-masing” Dengan kata lain bahwa
harta dalam perkawinan seolah-olah kosong dalam hukum Islam yakni perkawinan tidak
membawa akibat terhadap harta kekayaan.

Walau dalam hukum Islam tidak dikenal mengenai harta bersama, hal ini bukan
berarti bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang untuk menyelesaikan pembagian
harta bersama Akan tetapi pembagian harta bersama termasuk kewenangan absolut
Pengadilan Agama sebagai pengadilan khusus bagi golongan orang Islam. Seperti
halnya pembagian harta bersama yang pernah diproses oleh Pengadilan Agama
Lhokseumawe. Dalam putusannya dengan nomor 201/Perdt-G/1990'?, pembagian harta
bersama diproses dengan memperhatikan keadaan hukum dan adat setempat. Padahal
dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 dijumpai adanya asas personalitas ke-Islaman
sebagaimana tercantum dalam pasal 2 dan Penjelasan Umum angka 2 alinea ketiga arti
pasal 49 ayat (1). Dalam asas tersebut dijumpai beberapa penegasan yang melekat
membarengi asas-asas tersebut, yakni:

1. Pihak-pihak yang bersengketa harus sama-sama pemeluk agama Islam
2. Perkara perdata yang disengketakan harus mengenai perkara-perkara di bidang

perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah wakaf dan shadaqah.

? Sayuti Thalib, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Ul Press, 1974),
him. 91.

' Dipublikasikan dalam Yurisprudensi Peradilan Agama dan Analisa,
diterbitkan oleh Yayasan Al-Hikmah dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama
Islam Departemen Agama, Jakarta; 1995, him. 349.
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Hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum

Islam. Oleh karena itu acara penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam'”

B. Pokok Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah sebagaimana gambaran di atas, maka

dapat ditarik suatu permasalahan sebagai berkut:

)

)

Secara hukum formil apakah dalam putusan fersebut  Pengadilan  Agama
Lhokseumawe telah mclakukan proses rangkaian pembuktian atas sengketa harta

bersama.

. Secara hukum materiil apa yang menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Agama

Lhokseumawe atas pembagian harta bersama dengan ketentuan hukum adat.

. Tujuan dan Kegunaan

. Tujuan

Dengan mempethatikan pokok-pokok masalah di atas, maka pembahasan
skripsi ini bertujuan sebagat berikut:
a, Untuk mengetahui dan menjelaskan secara hukum formil atas putusan Pengadilan
Agama I hokseumawe mengenai sengketa pembagian harta bersama..
b. Untuk mengetahui  dan  menjelaskan  secara hukum  materill  mengenai
pertimbangan hukum Pengadilan Agama Thoksctmawe atas pembagian harta

bersama.

. Kegunaan

"D M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan ... him. 38,



a. Kajian sekripsi ini diharapkan dapat memberi sumbangan khazanah ilmu
pengetahuan pada umumnya dan khusus bagi disiplin ilmu yang berkaitan dengan
masalah hukum acara perdata secara teoritis.

b. Skripsi sebagai informasi awal kepada kepada pihak-pihak yang akan mendalami

mengenai pembagian harta bersama

D. Telaah Pustaka
Dalam kajian atan telaah pustaka berangkat dari variabel-variabel judul yang
ada. Acuan utama pustaka diangkat dari jenis pustaka primer kemudian didukung dengan
Jenis pustaka skunder dan pendukung pustaka yang lainnya. Varibel-variabel judul yang
ada antara lain:
1. Gugatan pembagian harta bersama

2. Putusan Pengadilan Agama Lhokseumawe dalam pembagian harta bersama

Dengan demikian literatur-literatir yang digunakan tidak terlepas dari
ketentuan variabel-variabelnya Sebab kajian terhadap suatu aplikasi pasal pada suatu
lembaga merupakan suatu usaha pendalaman terhadap permberlakuan suatu ketentuan
perundang-undangan, khususnya ketentuan yang digariskan pada pasal-pasalnya pada
suatu lembaga Peradilan Negara.

Dalam kajian putusan mengenai pembagian harta bersama di Pengadilan
Agama Lhokseumawe belum ada yang membahas, sehingga menarik apabila diangkat
sebagai judul skripsi.

Lahirnya Undang-undang No. 7 Talum 1989 mengandung dua aspek yaitu
memodernisir Peradilan Agama, sehingga menjadi suatu sistem dalam sistem hukum



modern. Dan kedua menjadikan dan menempatkan Peradilan Agama setingkat dengan
peradilan-peradilan lain, sebagai bagian dari keseluruhan struktur peradilan di negeri
ini. Dengan demikian bisa dikatakan, bahwa tujuan utama dari Undang-undang No. 7
tahun 1989 adalah penataan organisasi dan tata kerja Pengadilan Agama sehingga
menjadi pengadilan modern.

Pada keadaan tersebut Pengadilan Agama diharapkan dapat menegakkan
kebenaran, keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum untuk mewujudkan tata kehidupan
bangsa yang sejahtera, aman tentram dan tertib dalam suatu ekosistem, sehingga
Peradilan Agama disamping berfungsi sebagai social institution juga berfungsi sebagai
legal instituion.'?

Tanpa menyimpang dari aturan-aturan yang berlaku dalam perundang-
undangan. Sehingga tujuan suatu peradilan yang proses cepat, ringan serta biaya murah

sedikit mendekati kesempumaan.

E. Kerangka Teoritik

Dalam studi ini penulis memberikan teoritik bahwa rumusan pertama adalah
hukum Acara Peradilan Agama adalah Hukum Acara yabg berlaku di Peradilan Umum.

Dilihat dari segi asas-asas Hukum Acara, tentulah ada prinsip-prinsip kesamaannya

'2 H Muhaimin, “Peradilan Agama Pasca Undang-undang No. 7 Tahun
1989 Antara Harapan dan Kenyataan”, makalah disampaikan pada seminar tentang
Peradilan Agama dan Kesadaran Hukum Masyarakat, diselenggarakan oleh Fakultas
Syari’ah Ull, Yogyakarta, 4 Desember 1993, him.2.

[ FERPUSTAK A AN
| FJAIN SUNAN K " vwdata |



secara umum disamping secara khusus tentu ada pula perbedaan antara Hukum Acara
Perdata Peradilan Umum dan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama

Prof. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H. memberikan rumusan Hukum Acara
Perdata ialah:

“Rangkaian peraturan-peraturan yang memmat cara bagaimana orang harus

bertindak terhadap dan di muka Pengadilan dan cara bagaimana Pengadilan itu

harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-
peraturan Hukum Perdata”.'?

Demikian juga Prof. Subekti, SH. Dan R. Tjitrosoedibjo, memberikan batasan
dalam pengertian Hukum Acara Perdata sebagai berikut:

“Keseluruhan daripada ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur dengan cara

bagaimana tertib hukum perdata dapat ditegakkan dalam hal penegakkan

dikehendaki, berhubung terjadinya suatu pelanggaran dan bagaimana ia dapat
dipelihara dalam hal suatu tindakan pemeliharaan dikehendaki, berhubung
terjadinya suatu peristiwa perdata”,'”

Jika diperhatikan dari rumusan-rumusan di atas, dapatlah ditarik suatu
kesimpulan umum bahwa Hukum Acara Perdata itu sebenarnya mempunyai dua unsur
(obyek), yaitu:

1. Orang yang maju dan bertindak ke muka Pengadilan karena terjadinya pelanggaran

atau peristiwa perdata yang perlu ditertibkan kembali,

"> H. Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, him. 7.

'% R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata di Indonesia, (Jakarta:
Sumur Bandung, 1986), him. 13.

" Subekti dan Tjiptossoedibjo, Kamus Hukum, (Jakarta: Pradya Paramita,
1983), him. 55.
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2. Pengadilan itu sendiri, yang akan menertibkan kembali hukum perdata yang telah
dilanggar dimaksud.'®

Oleh karena itu Peradilan Agama adalah peradilan perdata dan peradilan Islam

di Indonesia Jadi ia harus mengindahkan peraturan perundang-undangan Negara dan

Syari’at Islam sekaligus. Maka atas dasar itu, Drs.H Roihan A Rasyid, SH mengusulkan

rumusan Hukum Acara Peradilan Agama sebagai berikut:

“Segala peraturan baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
Negara maupun dari Syari’at Islam yang mengatur bagaimana cara orang
bertindak ke muka Pengadilan Agama dan juga mengatr bagaimana cara
Pengadilan Agama tersebut menyelesaikan perkaranya, untuk mewujudkan
hukum Islam yang menjadi kekuasaan Peradilan Agama”. '”

Di samping sebagai Peradilan khusus, Peradilan Agama adalah Peradilan
Negara yang sah diberi wewenang oleh Peraturan perundang-undangan negara untuk
mewujudkan hukum material Islam dalam batas-batas kekuasaannya.'® Sejak berlalunya
Undang-undang No. 7 tahun 1989 pada tanggal 29 Desember 1989, Hukum Acara
Peradilan Agama semakin jelas keadaanmya. Dalam Undang-undang tersebut bahwa
Hukum Acara yang berlaku pada peradilan di iingkungan Peradilan Agama adalah
Hukum Acara Perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang

telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.'?

'® H. Roihan A Rasyid, Hukum Acara ..., him. 8.
? vid, him. 10

'® Ibid, hlm. 20.

'» Undang-undang No. 7 tahun 1989 Pasal 54.
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Dengan demikian, Hukum Acara Peradilan Agama secara garis besar
bersumber pada dua aturan, yaitu: (1) Aturan yang berlaku di lingkungan Peradilan
Umum, dan (2) Aturan yang terdapat dalam Undang-undang No. 7 tahun 1989.

Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi inti Hukum Acara
Perdata Peradilan Umum, antara lain:

1. HIR (Het Herziene Inlandsche Reglement) atau disebut juga RIB (Reglemen
Indonesia yang di-Baharui).

2. Rbg (Rechts Reglement Buitengewesten) atau disebut juga Reglemen untuk
Daerah seberang, maksudnya untuk luar Jawa-Madura.

3. Rv. (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering) yang zaman jajahan Belanda
dahulu berlaku untuk Raad Vanjustitie.

4. BW (Burgelijke Wetboek) atau disebut juga Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Erofa.

5. Undang-undang No. 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum.

Sedangkan peraturan perundang-undangan tentang acara Perdata yang sama-
sama berlaku bagi lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama, adalah:

1. Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentan-ketentuan Pokok
Kekuasanan Kehakiman.

2. Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

3. Undang-udang No. 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975
tentang Perkawinan dan Pelaksanaannya.

Jika demikian halnya, maka Peradilan Agama dalam Hukum Acaranya minimal

harus memperhatikan Undang-undang No. 7 tahun 1989 ditambah 8 macam perundang-
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perundangan di atas. Kesemuaanya inilah yang dinamakan sumber Hukum Acara Perdata
Peradilan Agama ©

Sebagai langkah teoritik selanjutnya bahwa salah satu upaya untuk menegakkan
keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum adalah melalui Peradilan Agama
sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No. 14 Tamm 1970 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dan Pengadilan Agama membantu
para pencari keadilan dan berusaha untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat,
dan biaya ringan ?

Selanjutnya kerangka berpikir yang akan dibangun guna pemecahan masalah
yang ada dalam rumusan masalah, tidak terlepas dari lingkaran nilai-nilai dalam
kandungan yang telah diwariskan oleh Nabi Muhammad S.A.W. yaitu al-Qur’an dan al-
Hadis. Kedua sumber tersebut mengandung nilai-nilai ideal yang universal dan
ketentuan-ketentuan esensitas yang mulia Nilai universal dapat diketahui melalui
pengkajian dan pemshaman terhadap dalil-dalil juz’i, sehingga ditemukan semangat
ruhnya” ruh al hukn”. 2

Nilai-nilai hukum adat yang menjadi landasan legitimasi harta bersama bukan
hanya terbatas pada pengambilan nilai-nilai lukum adat diangkat dan dijadikan menjadi

ketentuan hukum Islam. Tapi juga memajukan pengembangan antara kedua hukum

 Roihan ... Hitkum Acara... . hlm. 21.

D Pasal 57 ayat (3) UU No. 7/1989, Pasal 4 ayat (2) UU no. 14/1970.

2 Jazuli, Beberapa Aspek ngaﬁbmgm Hukum Islam di Indenesia
Pemikiran dan Praktek, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991), him. 237.
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tersebut.  Perangkat hukum adat ini relatif sangat diperlukan dalam tata hukum Islam di
bidang perkawinan. Karena nilai-nilai normatifnya ditinjau dari filosofis, sosiologis dan
rasa keadilan dan kemanusiaan sangat relevan membina ketertiban manusia®® Dan inipun
tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dalam Islam maupun tujuan hukum
Islam®

Pengadaptasian hukum ini juga mempunyai dasar pembenaran yang seperti
dalam :

2" l.é?-—o 3>LJ~.]|

Dan dalam sejarah pengembangan hukum Islam, tidak sedikit jumlahnya
masalah fighiyah yang bersumber dari adat kebiasaan dan situasi setempat, sepanjang

tidak beterntangan dengan nash, sebagaimana dalam kaidah:

_§3UAS~b_JL‘05’3w4Q/_~J‘L.>J_5w
QV.’J \J‘uz-’v-dux

D Yahya Harahap, Materi Kompilasi Hukum, dalam Kompilasi dan Tata
Hukum Indonesia, Moh Mahfiid (ed.), (Yogyakarta: UIl Press, 1993), him. 76.

 Ibid, him. 77.

® Tujuan hukum Islam bertrumpu pada lima hal pemeliharaan: pemeliharaan
agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan akal, pemeliharaan keturunan dan
pemeliharaan harta Lihat : As-Syatibi, &/ Muwafawat fi Ushul al Ahkam, (Mesir :
Dar al-Fikr, tt.), I : 62.

% Abdul Wahhab al Khalaf, Usul al Figh, (Kuwait: Dar al Kallah, 1987),
him. 90.

? Subkhi Mahmasani, Falsafah al-Tasyri’fi al Isiam, (Beirut: Dar al Fikr,
1973), him 78.
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F. Metode Penclitian
Metode merupakan instrumen dalam melakukan sebuah penelitian, oleh

karenanya dalam penelitian ini penyusun memakai metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Untuk mempermudah langkah penulisan karya tulis ini, penyusun berfokus pada
penggunaan jasa pustaka (/ibrary research). Sebab dengan cara ini ada beberapa
keuntungan, antara lain: 1) menggali teori-teori dasar dan konsep yang telah ditemukan
oleh para ahli terdahulu,  2) mengikuti perkembangan penelitian dalam bidang yang
akan diteliti, 3) memperoleh orientasi yang lebih luas mengenai topik yang dipilih,

4) memanfaatkan data skunder, 5) menghindari duplikasi penelitian.®

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penyusun pergunakan adalah tipe deskriftik analitis
kualitatif. Pertama-tama penyusun akan menguraikan makna harta bersama secara
umum, kemudian menghubungkannya dengan sebuah putusan pengadilan agama dalam
penyelesaian harta bersama dan mengambil sebuah studi yang terdapat dalam sebuah
putusan tersebut..
3. Pendekatan Penelitian

Sebagai suatu penelitian terhadap beberapa penyelesaian di sebuah lingkungan

peradilan, maka secara metodologis penelitian ini memakai sebuah pendekatan

® Masri Singarimbun (dkk), Methode Penelitian Survai, (Jakarta: LP3ES,
1989), him. 70.
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yuridis. Yakni sebuah penelitian yang menggunakan beberapa perundang-undangan
bulum, baik hukum materi maupun formal atau yurisprudensi yang ada.

4. Analisa Data

Untuk memperoleh sebuah kesimpulan dalam penelitian ini, penulis
menggunakan metode Induktif dan deduktif, yaitu suatu merode analisis dalam rangka
pengambilan kesimpulan yang bersifat general dari satuan-satuan data yang bersifat
khusus. Dalam hal ini banyak para praktisi hukum yang membicarakan tentang hak milik

serta suatu kesimpulan dari yurispridesi badan peradilan.

G. Sistemtika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini agar mudah dipahami secara terperinci
pembahasannya, maka sistematika disusun sebagai berikut:

Bagian pertama, BAB SATU PENDAHULUAN, teridiri dari hal-hal yang
mengatur isi dan bentuk skripsi. Bagian ini teridir dari : Latar Belakang Masalah, Pokok
Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian
dan Sistematika Pembahasan.

Bagian Kedua, isi skripsi ini memuat ,yakni BAB DUA TINJAUAN UMUM
TENTANG HARTA BERSAMA, meliputi Pengertian Harta Bersama, Harta Bersama
Dalam  Perpektif Hukum BAB TIGA PERADILAN AGAMA DAN
KEWENANGANNYA, terdiri dari Sejarah Singkat dan Kewenangan Absolut Peradilan
Agama, Produk Pengadilan Agama, BAB EMPAT JANGKAUAN PENGADILAN
AGAMA MENGADILI PERKARA HARTA BE'RSAMA terdiri dari Jangkauan
Pengadilan Agama Mengadili Perkara Harta Bersama dan Kewenangan Pengadilan
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Agama Tidak Menjangkau Sengketa Hak Milik BAB LIMA STUDI TENTANG
PUTUSAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA NO. 201/PERDT. G/1990 DI
PENGADILAN AGAMA LHOKSEUMAWE meliputi Studi Putusan Dari Segi Hukum
Formil dan Studi Putusan Dari Segi Hukum Materiil

Bagian K etiga, BAB LIMA PENUTUP, terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

PERPUSTAKAAN ‘_I
o | . |
IAIN SUNAN ¥ IJAG A
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BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari pembahasan skripsi ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam putusan tersebut Pengadilan Agama (elah melakukan beberapa rangkaian
proses peradilan hingga pembuktian untuk menentukan harta bersama dan hal ini
merupakan litigasi Pengadilan  Agama  dalam  penyclesaian harta bersama.
Sedangkan harta bersama yang tersangkut sengketa hak milik, Pengadilan Agama
tidak boleh memutuskan kecuali diselsaikan dan diputus terlebih dahulu oleh
pengadilan dilingkungan Peradilan Umum.

2. Harta bersama setelah terjadi falak, Pengadilan Agama menentukan bagian
masing-masing scsuai  dengan ketentuan hukum adat.  Ketentuan tersebut

disesuaikan dengan ketentuan adat yang mengikat pada saat icrjadinya perceraian.

B. Saran-saran

1. Mengingat pentingnya harta bersama dalam perkawinan, maka hendaknya lebih
diperluas lagi pengenalan mengenai harta bersama dalam masyarakat kita. Jangan
hanya harta ini akan menjadi pembicaraan bila terjadi perceraian.

2. Untuk menghindari dari penyelewengan-penyclewengan  dan  kepincangan-
kepincangan dalam pembagian harta bersama maka perlu adanya penyebarluasan

perihal perjanjian khususnya suami isteri dalam masyarakat kita, maupun pihak-

80



pihak yang berhubungan dengan suami isteri. Ifal ini semata-mata untuk lebih

kokohnya petlindungan terhadap cksistensi harta kekayaan pribadi masing-masing.

Rl



3.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Qur’an dan 1ladis

Abdurravoep, SH., Dr., Al-Qur,an dan Imu Hukoam, Cet. 2, Jakarta: Bulan
Bintang, 1970.

Abu Dawud, Sunan Abud Dawnd, edisi Muhammad Jamil, Beirut: Dar al-Fikr,
1414 1/1994.

Bukhari, Abu ‘Abdillah Muhamamad bin Isma’il, Matan al-Bukhari Bihasyiyyah
as-Sanadi, Bemrut: Dar al-Fikr, (L.

Departemen Agama R1, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Jakarta: Proyek Pengadaan
Kitab Suci Al-Qur’an Dcpartemen Agama RI, PELITA V/Tahun
TM/1986/19R7.

Darimy, Abu Muhammad ‘Abdillah bin Abdir Rahman bin [Fad bahran, Sunan ad-
Darimi,2 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1978 M/1398 1L

Muhammad Tbn Isma’il al-Kahlani, Subnl as-Safam, Semarang: Toha Putera: tt.
Muslim al-Hagjaj, Sahik Mustim, Mcsir : Isa al-Baby al-Halaby, tt.

Kelompok Figh dan Usul Kigh

‘Abdul Wahhab al-Khalat, Usil al-figh, Kuwait, Dir al-Kallah, [987.

Ahmad Abu al-Fath, Kitab al-Mu’amalar fi asy-Syari’ah al-Islamiyah al-Qawiin
al-Misriyah, Mesir: al-Busafir, 1332 11/1913.

al-Kasani, Bada'i u._s‘-.?mu-f i fi Tartih asy-Syara’i, Beirvt: Dar al-Fikr, it
Sabiq, as-Sayid, Figh as-Sunah, 3 Jlid, Beirut: Dar al-Fikr, 1983 M/1403 H.

Ag-Sabiuii, Mubammad Aly, A&-Mawiaris Fi Syari'at af Islamiyat ‘ala Daul al
Kitah wa as-Suanah, Cet. 2 Saudi Arabia, 1399 H.

As-Shiddicqy, Prof., Dr., TM. Hasbi, Figh al-Waris, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

Subkhi Mahmasani, Falsafat al-Tasyri. Beirut: Dar al-Fikr, 1973.



87

C. Kelompok Umum

Abdul Kadir Muhammad, SH., Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT Citra
Aditya Bakti, 1990.

A. Mukti Arto, SH., Drs., H., Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Basuki, SH., Kunthoro dan Supartinah, SH., Retno, Bunga Rampai I'mu Hukum
Prof. Dr. Sudikno M ertokusumo, SH., Yogyakarta: Liberty, 1984.

Cik Hasan Bisri, MS., Drs., Peradilan Agama di Indenesia, Cet. 1., Jakarta
Rajawali Press, 1996.

Djamil Latif HM., SH., Aneka Hukum Percerdian di Indonesia, Cet. 2. Jakarta:
Ghalia Indonesia, 1982.

Harri J. Benda, The Crssent and the Rising Sun, Indonesia Islam Under The
Japanes Occupation, alih bahasa: Daniel Dhakidae, Jakarta : Pustaka
Jaya, 1978.

Imam Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas, Yogyakarta: Liberti, 1978.

Ismuha, Drs., H., Pencakarian Bersama Suami Istri di Indon esia, Jakarta: Bulan
Bintang, 1978.

Jajuli, Beberapa Aspek Pengembangan Hukum Islam di Indonesia Pemikiran
dan Prakiek, Bandung : Remaja Rosda Karya, 1991.

J. Prins, Tentang Hukum Perkawinan di Indon esia, alih bahasa: G.A. Ticoalu,
cet. 1, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982,

Kansil CST., Drs., SH., Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta:
Balai Pustaka, 1989.

Moh Mahfud MD, SH., SU., Dr., dkk (ed.), Peradilan Agama dan Kompilasi
Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia, Yogyakarta : UIl Press,
1993.

Moh Hasyim Manan, MA., Drs., H., Peradifan Agama Pasca Undang-undang No.
7 Tahun 1989 Antara Harapan dan Kenyataan, makalah disampaikan
pada seminar tentang Peradilan Agama dan Kesadaran Hukum Masyarakat,
diselenggarakan oleh Fakultas Syari’ah UII Yogyakarta, 4 Desember 1993.



88

Mr. Teer Haar BZH, Asas-asas dan Susunan Hukum Adai, edisi IV, Jakarta:
Pradya Paramita, 1979.

Muhaemin, SH., Drs., H., Peradilan Agama Pasca Undang-undang No. 7 Tahun
1989 Antara Harapan dan Kenyataan, makalah disampaikan pada
seminar tentang Peradilan Agama dan Kesadaran Hukum Masyarakat,
diselenggarakan oleh Fakultas Syari’ah UII Yogyakarta_ 4 Desember 1993.

M. Yahya Harahap, SH., Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama,
Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.

, Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan
Pengadilan  dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi, Bandung:
Aditya Bakti, 1993.
, Hukum Perkawinan Nasional, Medan: Zahir Tranding, 1975.
» Pembahasan Hukum Perkawinan, Medan: Zahir Tranding, 1975.
Masri Singarimbun (dkk.) M eth ode Penelitian Survai, Jakarta: LP3ES., 1989,

Retnowulan Sutantio, SH. dan Iskandar Oeripkartawinata, SH., Hukum Acara
Perdata Dalam Teori dan Praktek, Bandung: Mandar Maju, 1989

Roihan A Rasyid, SH., MA., H, Upara Hukum Terhadap Putusan Peradilan
Agama, Cet. 1, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989.

» Hakum Acara Peradilan Agama, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
1994.

Sajuti Thalib, SH., Receptio a Contrario (Hubungan Hukum Adat Dengan
Hukum Islam), Jakarta : Academika, 1980,

As-Sayid Ali fikri, al-Mu’amaldt al-Madiyah wa al-Adabiyah, cet. 1, Mesir:
Mustafa al-Baby al-Halaby,

Soepomo, Hukum Perdata Adat Jawa Barat, Jakarta: Penerbit Djambatan, 1982.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, SH., Prof, Dr., Hukam Perdata, Hukum Benda,
Cet. 1, Yogyakarta: Liberty, 1977.

Sudargo Gautama, Himpunan Jurisprudensi Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya
Bakti, 1992.



89

Sudikno Mertokusumo, SH., Prof, Dr., Hukum Acara Perdata Indonesia,
Yogyakarta: Liberty, 1988.

Suroso Wignyodipuro, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Jakarta : Gunung
Agung, 1984.

Wiryono Prodjodikoro, Prof, Dr., R., Hukum Acara Perdata di Indonesia,
Jakarta: Sumur Bandung, 1986.

, Hukum Perkawinan di Indonesia, edisi VII, Bandung: Sumur Bandung,
1981.

Zain Badjeber, SH., H. dan Abdul Rahman Saleh, SH., Undang-undang No. 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Komentar, Jakarta : Pustaka
Amani, tt.

Zaini Ahmad Nuh, H. dan Abdul Basit Adnan, H., Sejarah Singkat Peradilan
Agama, Surabaya: PT Bina Ilmm, 1983.

D. Kelompok Kamus

Subekti dan Tjiptosoedibjo, KXamus Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.

Sudarsono, SH., Drs., Kamus Hukum, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992,

E. Kelompok Undang-undang

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Kompilasi Hukum Islam/Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991
F. Sumber-sumber Lain

Mimbar Hukum No. 3 Tahun II, 1991.

Mimbar Hukum No. 8 Tahun IV, 1993,

Mimbar Hukum No. 10 Tahun IV, 1993.



